


Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala
Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

14. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Desa;

15. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Aset Desa.
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset desa, Pembantu Pengelola

Aset dan Petugas/pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud
pada diktum kesatu mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa:
1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus

aset Desa;
3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan aset Desa;

4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
S5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan
dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis
melalui musyawarah Desa; '
6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
asct Desa sesuai batas kesenangan; dan '
7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah
dan/atau bangunan.










